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Me r,g ingcit 

BUPATI LAJ\1PUNG SELA'"l AN 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELJ,TAN 
NOMOR 03 .a TAHUN 2011 

T E N TANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHU N ANGGARA t~ 20 11 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

e. bahwa agar Pelaksanaan An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Angga ran 2011 dapat berja lan 
efekti f dan efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perund ang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman 
Pelaksana~n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggara n 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a tersebut di atas , per!u menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
f<abu paten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011 : 

Undang-U nda :19 omor 28 Tahu n 1959 tentan•; Penetapan Und ang
Undar, g Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Ur :Ja ng-Undang Darurat 
Nomor 5 Tat1un 1956 , Undang-Undang Darurat Nomor 6 T ahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia tfomor 1821 ); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta,19 Penyelenggaraan 
Negara yang Bers ih dan Beba3 dari f<.orupsi , f,olusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undan,;i Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, 
T am bahan Lem ba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

" 'J 'lCl,rng-Unda1 · .i omor 1 Tah m 2004 ten ang Perbendaharaan 
Negar·a \Lem\ . 11 1n Nega ra Repub li k Ind nes ia Tahu n 2004 Nomor 5, 
Tambahan L_c:: ; r;Lia ran ega r· a Republik Indonesia Nomo r 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Pera turan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 4400) : 

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
Seb agaimana telah diubah beberapa kali terakh ir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-U ndang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 
5049): 

·, 0. Pera tu ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
N mar 137, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
4575): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tE'n tang Sistem lnformasi 
Keua11gan Oaerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Re~u blik Indonesia Nomor 
4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

! 3. Peraturan Pemeri ntah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuang an Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 200::, 
Nomor ·140, Tambahan Lemba ran Negara Repub li k Indonesia Nomor 
4578) : 

': 4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik Indonesia Nomor 46 14); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tat1un 2007 ten ta n Organ isasi 
Perangkat Oaerah (Lemb aran Nega~a Republik Indonesia Tah un 2007 
Nomor 89, Tam bahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 
4741 ): 

16. Peratu ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom or 4890); 



1 ; Pe raturan P merintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungvtan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Aku ntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repub lik Indonesia tahun 
201 o Norn or 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang -
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah oiubah 
dengan Peraturan Menteri Dalar.i Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tah~n 201 ·1: 

21 . Peraturan Oaerah Kabupaten Lampung Selatan l~omor 08 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 

22. Peratu ran Oaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tenta ng Pembentukan, Organ isas i dan Tata ~<erja Pe rangkat Daerah 
Kabupate n Lampung Sel atan (Lembaran Daerah l<abupaten Lampung 
Sclatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupa ten Lampu ng Selatan Nomor 06), sebagaim ana telah diubah 
dengan Peraturan Oaerah Kab upaten Lampung Sela tan Nomor 04 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selata n Nomor 04); 

23 . Peraturan Oaerah Kabupaten L8mpung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Lam pung Selatan Tahu n Anggaran 2011 (Lembaran Dae rah 
l<abupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 01, Tam bahan 
Lembaran Oaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 ); 

MEMUTUSKAN : 

Meneta pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PE0OMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 201 1. 

SAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pe raturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah ad alah Daerah Kabupaten Lampung Selatan . 



2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan. 

3. Bupati ada lah Bupati Lampung Selatan . 

4. Dewan Perwaki lan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut dengan 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Sekreta riat Daerah adalah Sekretariat Oaeral Kabupaten Lampung 
Selatan 

6. Sekreta ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupat~n Lampung Selatan . 

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat 
Kepala SKPD adalah Kepa la Satuan Ke qa Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan . 

9. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Lampung Selatan . 

'i O Badan Kepegawaian, Pend id ikan dan Latihan adalah Sadan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan . 

An gg aran Pe ndapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disingkat 
A.PB O adalah Anggaran Pendapatan dan Be la nja Oaerah Kabupaten 
La mpung Selatan . 

12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksan akan penge lolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d1singkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebaga i bendahara umum 
daerah. 

·! 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

-1 5. Kuasa Bend ahara Umum Daerah yang selanj1J tnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk inelaksanakan sebagian 
tugas BUD. 

16_ Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam -
me\aksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
mel aksanakan sebagian dan fungsi SKPO . 



17 . Bendaha ra Penerimaan ad21ah pejabat fun sior al yang di tu njuk untuk 
menerima, m enyimpan. menyetorkan . me natausahakan . dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan ,- menatusahakan, dan 
mempe rtanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam ra ngka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Kas Oaerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

20 . Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
keg iatan sebagai dasa r penerbitan SPP. 

BAB II 
PRINSIP--PRINSI P PELAKSANAAN APBD 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dilakukan 
berdasarkan pada prinsip-prin3ip sebagai berikut : 

a. hemat , tid ak mewah , efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis 
yang disyaratkan; 

b . terarah dan terkendali sesuai dengan rencan a, program/kegiatan 
serta fungsi masing-masing SKPD ; 

c: . menggunakan hasil produ ksi dalam negeri dengan memperhatikan 
kem ampuan/potensi daerah ; dan 

d. dil aksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. · 

(2) Penyelenggaraan kegiatan seperti perayaan atau kegiatan hari besar, 
pemberian ucapan selamat, pemberian hadiah/tanda mata/karangan 
bunga, iklan, penyambutan pejabat , harus dibatasi pada hal-hal yang 
sangat pe nting . 

BAB Ill 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 3 

(1) Untuk Pelaksanaa n APBD, Bupati menetapkan : 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenan g menandatanga ni SPM; 
c. pej abat yang diberi wewena ng mengesahkan SPJ; 
d . pejabat yang diberi wewenang menandatangan i SP20; 
e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah , belanja bantuan sosia l, belanja bagi hasil, 
be lanja bantuan keua ngan, belanja tidak terduga, dan 
pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 

g . bendahara pene ri maan pembantu dan benda hara pengel uaran 
pe mbantu SKPD. 



Pengguna Angga ra n menunjuk : 
a. pejabat penatausahaan keua ngan; 
b. pejabat pembuat komitmen; 
c. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang diberi wewenang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya ; 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 
pemungutan pendapatan dr.l erah; 

e pejabat yang diberi wewen ang menandatangani bukti penerim aan 
kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah ; da n 
pe mbantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 
pengeluaran. 

Bagian Kesatu 
Pengguna Anggaran 

Pasal 4 

(1) Pengguna Anggarnn waj ib menyelengga rakan pembukuan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pengguna Anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan f\PBD, 
menyampaikan laporan setiap bu lan untuk menyusun perhitungan _ 
anggaran secara tertib dan teratu r kepada Bupati Cq. Kepala Bagian 
Keuangan Sekreta ria t Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3) Pengguna Ang aran/Pengguna Barang menyam paikan laporan 
setiap bu lan atas pengge lolaun barang/asset yang disertai dengan 
dokumen kepemili kan secara tertib dan teratur kepada Bupati Cq . 
Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah Sekretaria t Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

(4 ) Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan , maka : 
a. apabila meleb ihi 15 (lima belas) hari sampai selama-lamanya 3 

(tiga ) bu lan Bupati menunjuk Kuasa Pengg una Anggaran dan 
diadakan beri ta acara serah terima keadaan fi sik dan keuangan; 

b. apabila meleb ihi 3 (tiga) bulan belum dapat meiaksanakan tugas, 
maka Bupati menetapkan Pengguna Anggaran pengganti. 

(5) Kepa la SKPD dijabat oleh Pelaksana Tugas (Pit), maka Bupati 
menunjuk Pengg una Anggaran sampai ditetapkannya pejabat definitif. 

(6 ) Ke r:;ala SKPD dij abat oleh Pelaksana Harian (Pih ), maka Bupati 
r en1_ir1Ju k KJasa Penggur1 a .A.nggaran 

{7 ) Penggu na Anggara n berta nggungjawab terh adap kebenaran bukti 
pembayaran yang mengakibatkan pembebanan AP BD, sedangkan 
Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada Pengguna Angga ran. 



Bagian Kedua 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

(2) 

(3) 

( 4) 

Pasal 5 

Bendahara Penerimaan da11 Bendahara Pengeluaran dilarang 
merangkap sebagai Bendahara Barang/Penanggungjawab Bara ng . 

Bendahara Penerimaa dan E-3endahara Pengeluaran yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah tidak 
diperkenankan merangkap sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau 
Bendahara Pengeluaran yang dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat 
berdasa rkan : 

a. ni lai OP-3 dua tahun terakh ir rata .. rata baik; 
L) harus memilki tanda lulus kursus bend aharawan ; 
.. , pangkat se rendah -rendahnya golongan i./a dan telah berstatus 

Pegawai Nege ri Sipil; 
d. mempunyai sifat dan ahklak yang baik, jujur, dapat dipercaya, 

tidak pemabuk dan penju:::l i. 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diusulkan oleh 
PPKD selaku BUD kepada Bupati berdasarkan data dari Kepala 
SKPO. 

Pasal 6 

( 1) Benda hara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam 
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan 
pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu . 

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan , bendahara 
penerimc:ian dan/a tau bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh 
pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 
pengeluaran yang rnelaksanakan fungsi sebaga , • 

a. kas ir atau pembuat dokumen penerimaan ; 
b kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan 

gaji. 

(3) Penunjukkan bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara 
pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4 ) Pen unjukkan pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu 
bendahara pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

Pasal 7 

(1) Bendahara Pengeluaran harus menyimpan uang ke dalam rekening 
giro dinas yang te la ll ditetapkan dengan Keputu san Bupati pada bank 
yang ditunjuk. 



(2) Bendahara Pengeluaran yang karena Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan harus mempunyai rekening lain pada bank 
yang belum ditunjuk, harus mendapat Persetujuan Bupati. 

(3) Jasa Giro atas simpanan bendahara pengeluaran dimaksud pada 
ayat (1) agar dipindah-bukukan ke rekening Kas Daerah. 

(4) Pengg una Anggaran bersama Bendaha,a 
Bendaha ra Pengeluara 11 waj ib 
pembukuan/pencatatan secara tert ib. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Penerimaan dan 
menyelenggarakan 

("1) Pejabat Penatausahaa Keuangan SKPD mempunya i tug as sebagai 
berikut • 
;c1 mene1iti kelengkapa n SPP-LS pengadaan t a rang da jasa yang 

disampaikan oleh ben ahara pengelua ran an diketahui/d isetuju i 
oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ; 

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU , SPP-TU dan SPP-LS, 
Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

c. melakukan verifikasi SPP ; 
d menyiapkan SPM; 
e melakukan verifikasi harian ata s penerimaan ; 
f. rnelaksanakan akuntansi SKP D; dan 
g . menyiapka n laporan keuangan SKPD . 

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap 
sebagi pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 
negara/daerah , bendahara , dan/atau pejabat pelaksana teknis 
kegiata n. 

(3) Dalam melaksa nakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan 
menyiapkan : 
a. reg ister SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS; 
b register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS ; 
c. register surat penolakan penerbitan SPM; 
d. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ) ; . 
e register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(S PJ); 
f register peno lakan lapora n peri anggu ng_iawaba n pengeluaran 

(SPJ ); 
g . buku-buku yang digunakcm untuk mencatat prosedur akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka menyusun 
Laporan Keuangan SKPO (Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, 
dan Catatan Atas Laporan Keuangan) . 



Bagian Keempat 
Permintaan Pembayaran, Pengelolaan 

Penerimaan dan Pengeluaran 

Pasa l 8 

( 1) Surat Perintah Membayar (SPM) umuk pengisian Uang 
Persediaan/Ganti Uang (UP/GU ) jenis belrn,ja langsu ng harus 
disesuaikan dengan kebutuhan riil yang akan dilaksanakan pada 
bulan yang bersangkutan . 

(2) Pengajuan Surat Perintah Membayar (8PM) pengisian uang 
persediaan untuk keperluan selama 1 (satu) bulan . 

(3) Ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (UP) sebagaima na 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4 ) Untuk keperl uan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara 
Pengeluaran diperbo!ehkan mempunyai persediaan uang kas 
sebanyak-banyaknya sejumlah Rp .10.000.000, - (sepuluh juta rupiah). 

Pasal 9 

r<.ep ala Bagian Keuangan rn enolak permintaan pembayaran apabila • 
a. Surat Perintah Mernbayar (SPM ) tidak sesuai dengan urusan 

pemerintahan, program dan kegiatan, kode akun, kelompok, jenis, 
objek dan rincian obyek belanja yang dianggarkan dalam DPA
SKPD serta Surat Penyediaan Dana (SPD); dan 

b. Surat Perintah Membaya r (SPM) tidak dilengkap i dengan bukti-bukti 
yang lengkap dan sah . 

Pasal 10 

1 ·1) Penanggungjawab Anggaran mela lu i Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD harus meneli ti kebenaran dan sah nya suatu tagihan 
sebelum memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan 
pembaya ran dan/atau mengajukan SPM kepada Bagian Keuangan. 

(2) Pejabat ya ng menandatangani dan/atau mengesahkan bukti yang 
digunakan sebagai dasar untuk mempero!eh hak pembayaran, 
bertanggungjawab atas kebenaran bukti tersebut. 

(3) Terhadap Pejabat, Orang atau Badan yang menandatangani 
dan/atau mengesahkan bukti yang digunakar. sebagai dasar untuk 
memperoleh hak pembayaran ka rena kela laiannya dan/atau 
kesalahannya menimbulkan kerugian bagi daerah, dikenakan 
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rug i menurut peraturan 
Perund ang-undangan yang berlaku . 

(4) Terhad ap Pejabat, Orang atau Badan yang menerima pembayaran 
dari daerah tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak 
sah dan atau tidak sesuai dengan kebenaran dapat dituntu t menurut 
peraturan pe rundang-u ndangan yang berl aku . 



( 1 ) 

(2 ) 

(3) 

( 4) 

( 1 ) 

(3) 

Pasal 11 

Setiap SKPD yang mempunyai objek pendapatan, berkewajiban 
meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan wewenang dan 
ta ngg u ngjawabnya. 

Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan penerimaan 
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja diwajibkan 
menyetor seluruh uang hasil pemungutan/penerimaan dimaksud ke 
Kas Daerah . 

Setiap Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya pada tanggal 
1 O tiap bu Ian menyampaikan laporan tentang penerimaan dan 
penyetoran pendapatan daerah kepada Bupati , mela!ui Kepala 
Bagian Ke uangan 

Penulisan kode rekening dalam Surat Tanda Setoran (STS) agar 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang ber!aku . 

Pasal 12 

Untuk setiap pengel uaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah diterbitkan SPD atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan dengan SPD . 

Anggaran ya ng dised iakan pada setiap kode rekening merupakan 
batas tertinggi untuk belanja tidak langsung dan/atau belanja 
langsung. 

SKPD yang mendapat Alokasi anggaran belanja tidak langsung 
dan/atau belanja langsung set iap kegiatan, diuraikan dalam masing
masing kode rekening belanja . 

Pasal 13 

Permintaan belanja yang belum terprogram dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. 

Bagian kelima 
Kewajiban Bendahara Pengeluaran 

Pasal ~4 

( 1) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pajak dalam melakukan 
setiap pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan 
peraturan perpajakan yang berlaku antara lain melakukan 
pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertamoahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn
BM) dan jenis-jenis Pajak lainnya sesuai dengan Ketentua n 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Semua penerimaan pajak yang dipungut harus segera disetor ke 
Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam. 



Pasal 15 

(1) Bendahara Pengeluaran mencatat semua penerimaan dan 
pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU). 

· 2) 3uku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran ditutup setiap 
bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara n. 

(3) Sisa Buku Kas Umum (BKU) harus sama dengan sisa Buku Kas 
Pembantu. 

(4) Jumlah yang tertera da lam Buku Kas Umum (B KU) menunjukkan 
secara keseluruhan uang yang ada dalam pengelolaan keuangan 
baik tunai maupun sisa Bank dan/atau surat-su rat berharga. 

(5) Setiap bukti transaksi yang sah atas belanja dan penerimaan harus 
dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (BKU) selanjutnya 
dicatat dalam buku-buku pembantu. 

(6) Apabi la pada akhir Tahun Anggaran terdapat sisa kas pada 
bendahara pengelua ran diatu r sebaga i berik1Jt : 
a sisa kas yang ada harus disetor ke Kas Oaerah pal ing lambat 

tanggal 30 Oesember tahun anggarnn ya ng bersangkutan 
(contra pas); dan 

b. penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
dengan menggunakan Surat Tanda Setoran ( STS ). 

Bagian keenam 
Pertanggungjawaban I Pengguna Anggaran 

Pasal 16 

( 1) Selambat-l ambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, 
bendahara pengeluaran diwajibkan mengirimkan laporan 
perta nggungjawaban disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati 
Cq. Kepala Bagian Keuangan dan tembusannya disampaikan 
kepsda lnspektorat. 

(2) Seti ap bukti pengeluaran/penggunaan uang oleh bendahara 
pengelua ran yang akan dipertanggungj awabkan harus diverifikasi 
terlebih dahulu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD. 

(3) Kepala Bagian Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Perintah 
Pencai ran Dana (SP20) pengisian/ penggantian kas apabila SPJ 
bulan lalu belum disahkan. 

Pasal 17 

( 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untu k sahnya Bukti Kas 
Pengeluaran (BKP) adalah sebagai berikut : 

a. BKP dibuat atas nama SKPD, tidak diperkenankan atas nama 
pribadi; 

b . dalam BKP jumlah yang tertulis dengan huruf harus sama 
dengan yang tertulis dengan angka ; 



c. uraian dalam BKP harus jelas dan sesuai dengan tujuan 
pengeluaran dana yang tercantum dalam DPA-SKPD; . 

d. BKP harus ditandatangani oleh yang berhak menenma 
pembayaran, bendahara dan pengguna anggaran; . 

e. apabila yang berhak mene rima pembayaran leb1h dari 1 (satu) 
orang, maka BKP cukup ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang 
mewakili, tetapi harus didukung dengan daftar nama yang telah 
ditand atangan i oleh masir.g-masing penerima pembayaran; dan 

f. apab ila yang berhak menerima pembayaran adalah pihak ketiga , 
maka dalam BKP harus dicantumkan nama penerima dan 
dibubuhi tanda tangan serta stempel/cap perusahaan dan/atau 
badan yang bersangkutan. 

Pa a l 18 

Penggu na Anggaran berhak menolak Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran , apabila setelah 
diteliti/d iperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ternyata tidak 
sesua i dengan ketentuan Peraturan Perundang-unda gan yang berlaku . 

BAB IV 
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, SEMINAR ATAU LOKAKARYA SERT A 
KEGIATAN LAINNYA 

Pasal 19 

(1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar atau 
Lokaka rya serta Kegiatan ainnya bagi aparatur pemerintah (PNS 
dan Non PNS) selama 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh SKPD 
ya ng bersangkutan . 

, 2; Penyelengga raan Dikla t, Seminar atau Lokakarya serta Keg iatan 
Lai nnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan waktu lebih 
dari 3 (tiga) hari harus di laksanakan oleh Sadan Kepegawaian , 
Pendid ikan dan Latihan bekerjasama dengan instansi terkait. 

Pasal20 

(1) Bagi Aparatu r Pemerintah Daerah yang mengikuti atau 
melaksan akan pendid ikan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan 
penjenjangan (struktural/fungsional) serta kursus atau kegia tan 
yang sejenis diberikan bantuan biaya . 

(2) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terp isahka n dari Peraturan in i. 

Pasal 21 

(1) Untu k mendukung kelancaran pelaksanacm Pendid ikan dan 
Pelatihan (Diklat), Seminar atau Lokakarya ,5r~rta kegiatan lainnya 
dapat dibentuk panitia at:3u tim pelaksana , moderator, serta 
narasumber/penceramah. 



(2) Panitia atau tim pelakse.na, moderator, serta narasumber/ 
penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran 11 yang 
me rupakan bagian tidak te rpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Bagian Kesatu 
Lembur Kerja 

Pasal 22 

'. 1) Pekerjaan/tugas yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja dapat 
dikerjakan di luar jam kerja (lembur) dengan mendapatkan imbalan 
berupa uang lembur dan uang makan . 

(2) Bag i pegawai yang melaksanakan tugas di luar jam kerja (lembur) 
harus berdasarkan Surat Perintah dari Kepala SKPD. 

']) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
tercanturn pada Lampiran Ill yang merupakan bagian tid ak 
terp isa hkan dari Peraturan ini. 

Pasal23 

( 1) SKPD yang melaksanakan kegiatan rapat, pertemuan, pelatihan 
dan sejenisnya pada jam kerja dapat diberikan konsumsi. 

(2) Pelaksanaan kegi atan rapat, pertemuan , pelati han dan sejenisnya 
yang berakhir sam pai dengan pukul 12.00 VVIB hanya diberikan -
konsumsi berupa snack , jika lebih dari pukul 12.00 WIB dapat 
diberikan snack dan makan . 

(3) Besarnya biaya konsumsi berupa snack dan makan tercantum 
dalam Lampi ra n IV yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal 24 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
dilakul<an oleh Lembaga Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
tekn is pelaksanaannya , maka akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 



Pasal 26 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. '-\gar setiap orang dapat mengetahu inya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabu paten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Ka lianda 
pada tanggal 07 fe.\mari 2011 

BUPATI LAMPUNG Slz'(ATAN, 

dto 

RYCKO MENOZA SZP 

Diundangka di f<alianda 
pada tangga l 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN_)tAMPUNG SELATAN , 

dto 

SUTONO 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 



LAMP! RAN I: PERATU RAN 8UPATI LAMPUNG SELATAN 
10MOR : 03· J TAHUN 201 1 

T. NGGAL : 07 rebruqri 20 I l 

BESARNY A BANTU AN BIA YA PENDIDIKAN 
TUGAS BELAJAR, PENJENJANGAN KARIER DAN KURSUS 

DILINGKUNGAN PEMERJNTAH DAERAH 
KABCPATEN L MP NG SELATAN 

I. TUGAS BELAJAR 

I. SJ diluaLPropinsi L, mpung 

l . U Z'. n g Sak u d an B i a ya Lain n y a (L s /ta h u n ) = R p . 47. 750 .0 00 

2. S2 cliluar Propinsi Lampung 

Tunjangun Belaj ar (Uang Buku) diberikan per l.Julan Rp. 250.000 

'2 . Tunjangnn ang Saku, Liang makan dan Pondokan 

(dib~rikan perbu lan) = Rp. 1.000.000 
-, Bic1ya Risct/S h:.ripsi == Rp. 1.500 .000 l 

4. Vv'is ucb Rp. 1.500.000 

3. S I, diluar Propinsi Lampung 

I Tunjangan Bdajar (Uang B uku) diberikan per bul an Rp. 75.000 1. 

2. Tunjangan Uang Saku, Uang makan dan Pondokan 

(d ibc ri b n pe rbulan) = Rp. 400.000 

Bi:1yc1 R isc:tlSkrips i -· Rp . 500.000 

1. \\' i:-;uua Rp. 500.000 

a . D3 , dilua r Prop insi Lampung 

Tunjangan Bel::tjar (Uang Buku) diberikan per bulan Rp. 50.000 

2. Tu nj angan Uang Saku, Uang makan dan Pondokan 

(Ji beri kan p rbulan) Rp. 300.000 
~ Biaya Riset/Skripsi . ) . = Rp . 400.000 

4. Wi suda Rp. 400,000 



h Ba~i 0 "'.' S ;ang mengik uti prngrnm pendi di kzm yan g selunih biayanya 
L; i t~rn g_' u11 ~ per 11<..:ri n t~ t h pus~1 t/pc I ~1ks~u1a p;_1Ja yan g be1·s,mgku tan di berikan 
b~u1tu~u1 u,rng ::ial-..u yattl scbagai be riku t : 

D 3 per orang per bulan 

S I per orang per bu lan 

S 2 per orang per bulan 

II. PENJENJANGAN KARIER 

= 

= 

Rp. 

Rp . 

Rp. 

R1. 

300.000 

300.000 

300.000 

J llO OOU 

Bantuan l; iaya pendidikan bagi pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan 
diberikan uang saku dan biaya lainnya selama mengikuti pendidikan : 

\. l.>ikLtr l'l' 11 jl'11j a1q.~an Pl\l I\'(. uang saku lan biaya lainnya) 

Diclalam Propinsi Lampung 

Diluar Propinsi Lampung 

== Rp. 

= Rp. 

ll. Dik.lat Penjenjan gan PIM III ( uang saku dan biaya lainnya ) 

Didalarn Propins1 L:unpung 

Di! uar Propi t~si I rn11pung 

== Rp. 

= Rp . 

C. Diklat Pcnjcnjangan PIM II ( uang saku d an biaya lainnya ) 

Did,tlam Propinsi Larnpung 

Diluar P1·0p insi L u11 pung 

IV. KURSUS 

A. Kursus didalam Propins i Lampung. 

Rp. 

Rp. 

1.500.000 

1.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

6.000 .000 

6.000.000 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus keterampi lan & job 
tra ining, lokakarya, sosiali sasi, rak r dan sejcnisnya yang dilaksanakan 
didalam kota diberikan dana untuk uang saku clan transpo 11 lokal (belum 
lcr n:1.suk Transport PP) : 

- Go Ion 1an !Vper orang per hari Rp. 100.000 

- Go longan III per orang per hari = Rp. 75.000 

- Golongc"'n II per orang per hari = Rp. 50. 000 

Go longan I per orang per hari Rp. 25 .000 



B. Kursus diluar Propinsi Lampung. 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus keterampilan & job 
traini ng, lokakarya, sosial isasi, raker dan sejenisnya diberikan dana untuk 
uang saku dan transport lokal (belum termasuk Transport PP) : 

1olongm1 IV per orang per hari 

( t1!11n};u1 11 ! pn ur w1 g per hari 

l ' t1lun!:!,atl II 11 ·r urang pcchcu·i 

Golongcm I per orang pe r hari 

- Ba ntuan biaya akomodasi/penginapa n apabi a tidak 

ditanggung oleh penye lenggara per orang ~r hari 

bc lum termasuk Transport Pulang Pe rgi 

--

= 

Rp. 300.000 

Rp . 27 5.000 

Rp. 250.000 

Rp . 225.000 

Rp. 200.000 

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, izin 
belajar penjenjangan karier dan ursus dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dimaksud disesuaikan dengan Kemampuan 
Keuangan D erah untuk dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung 
Selatan. 

/' 

IlUPATI LAMPU G SELATAN, 

dto 

RYCKO MENOZA SZP 



L\'.v!PIR/\~ II : PERAr RAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 03 . a TAHUN 2011 
TANGGAL 07 Pebrv.3-r; 20 11 

IlESARNYA HO NORARIUM TIM/PANITIA, NARA SUMBERJPENCERAMAH, 
LEMBUR, l JPAH HARIAN LEPAS DILINGKUN GAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Honorarium tim/panitia dengan nilai kegiatan fis ik dan non fisik 

A. Sampai dcngan Rp. 100 juta 

Peletk s,ma Tekni s Kegiatan Rp. 140.000 
Sc -r-ct:n is Kegiatan ·- Rp . 125.000 
Pc n Lu \u l'h:mb har~1 Pcn ~duar,m 1 · cgi,1 t:u1 Rp. l l 5.00U 

i 'c l~~l\\; ts Tcknis = Rp. 115.000 
c< ctua Pc.mitia = Rp. 115.000 
Sta f/J\nggot a = Rp. 100.000 

B. Rp. 100 juta sam pai dengan Rp. 300 juta 

Pclaksana Tck nis Kcgiatan = Rp. l 7 5 00() 
Se ·rctaris Kegiatan = Rp. 150.000 
Pem ban tu Benda hara Pengelua ran Kegiat an = Rp. 125.000 
Pengawas Te knis = Rp. 125.000 

- K tua Parntia = Rp. 125.000 
- Staf/A nggota =: Rp. 100.000 

]{ p. 30(1 f lll:I ,:i111p :1i ( l'll~:tl l l{ p. ~00 j ul a 

- P ·! aks ana Tcknis Kegiatan Rp. 225.000 
e e taris Kegiatan = Rp. 225.000 

- Pem bantu Bendahara Pengelua ran Kegiatan = Rp. 150.000 
- Pengawas Te kni s Rp. 150.000 
- Ketua Pan itia Rp. 150.000 
- Staf/A nggota Rp. 12:3.000 

D. Rp. 500 juta kcatas 

- Pelak.5ana Teknis Kegiatan = Rp. 250.000 
- Sekretaris Kegiatan Rp. 200.000 
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Rp. 175.000 
- P~ngc1 vas Teknis = Rp. 175.000 
- Ket :1 P811iti ~1 = Rp. 175.000 
- Stat/ A ng;ota = Rp. 1 5 0. 000 



Honorarium Pen cerama h Diklat/B imtek/PKS 

A. Kegiatan dibawah 3 hari 

Pencerarnah (dibayar per jam) 
Moderntor (dibayar per hari per mata pelaj aran) 

olon 1an IV (dibayar per hari per kegiatan) 
Gulo ngan l[ (d ibayar per hari per kegiatan) 
Cilllun!"~ll l ll (d ibayJc p rh ari per kcgiat an ) 
Tu 1~1 gc1 !\hli (J ibayar per jam) 

B. Kcgiatan · iatas 15 ha ri di bayar per bu lan 

Pclindung/P n bina 

Penaschat 
Ketua 
\ 'akil Kctua 1 & II 

Sek.rctaris 
Waki l Sekretaris 
Anggota 

C. Kcgiatan dibawah 15 hari dibaya r per kegiatan 

Pc li nd ung1Pcmbin~1 

I•·· 1:l:'.-: !i;it 

K...:t Lld 

W,1 ki I Kc tua I & II 
Sekretaris 
Wak iI ek retari s 
Anggo ta 

= Rp. 75.000 
= Rp. 50.000 

Rp. 150.000 

Rp. I 00.000 
-- Rp. 75.00U 

Rp. I 00.000 

= Rp. 150.000 
= Rp. 125 .000 

Rp. l 25.000 

= Rp. I 00.000 

Rp. 100.000 
= Rp. 75.000 
= Rp. 60.000 

Rp . 125.000 

Rp. l 00.00U 

Rp. 100.000 
= Rp. 75.000 

= Rp. 75.000 

= Rp. 50.000 
= Rp. 50.000 

BUPATI LAMPUNG ~LATAN, 

dto 

RYCKO MENOZA SZP 



LA~v1PIF/ \N Ill PERAT RAN B PAT! LAMPUNG SELATAN 
NOMO 03 . cl TAHUN 2011 
TANGGAL 07 Pebrvari 2011 

UANG LEMBUR , UANG P KET 
D.\~ I IONOR TF. AG/\ 11;- l;\N 1rr .1 . (T I \ : 

Uang Lembur 

Golongan IV per Jam 
Golongan III pe r Jam 
Golongan II per Jam 
Golongan I per Jam 
P~l!,awai I lono r /Peg· twai Harian Lcpa:: per jam 

Uang pik t / u :.rng makan 

Uung P tkct Po l PP I orang per ha ri 

U a g Makan Pol PP I orang per hari 
U an g ma kan !em bur per 3 ja m 

= 

--

= 
= 
= 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rr 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Honor Pcga wai Tenaga Kerja Sukarela Peme rintnh (TKSP; 

Sarj ana = Rp. 
D III/ D II Rp. 
SMU Rp. 
SLTP clan SD = Rp. 

9.500 
8.000 
6.500 
5.000 
3.500 

5.000 

7. 500 
I 0.000 

425.000 
375.000 
350.000 
300 .000 

ll UPATl LAMPU G SE ltATAN , 

dto 

RYCKO MENOZA SZP 

I 



LAMP IRAN IV PERA TURAN BUPA TI LAMPUNG SELA TAN 
NOMOR 0.3- a TAIIDN 2011 
TANGGAL 07 fe'o ruart 201 1 

BIA YA UNTUK KONSUMS I, SNACK, MAKAN, 
FOTO COPY DA PENJILIDAN 

Jamuan makan untuk p nerimaan tamu, reseps i 

Pcnataran , Pen _ uluhan dan Kursus dan sejenisnya 

-

-

-

-

S n~H.:k l kali ~ Rp. 7. 500 

Jam uan makan (prasmanan) tamu Rp. 25.000 

Jam uan makan (pr· smanan) untuk penataran , penyuluhan, diklat di = Rp. 17.500 

Jarnuan makan (nasi kotak) 

Foto copy P.4 

f-\ to c opy /\3 

Fut cupy ,-\ l da11 .:\ 2 

Ji lid d ·nga nco ver N ornor I 

J il id dcngancover Nomor2 

Spand u·· 

Rp. 15.000 

Rp . 200 

Rp. 400 

Rp. 600 

= Rp . 20.000 

Rp . 15.000 

= Rp. 250.000 

/ 

BUPATI LAMPUNd;LATAN, 

dto 

RYCKO MEN OZA SZP 


